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PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,

Menimbang

Mengingat

a.

1.

bahwa dalam upaya meningkatkan Kkinerja Aparatur,
Pemerintah Daerah dapat memberikan Tambahan
Penghasilan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara di
lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang
berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan
memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan
memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a diatas, persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang atas tambahan
plafon pada anggaran tahun 2024 untuk Tambahan
Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun Anggaran 2024, ditetapkan dalam Keputusan
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Sumedang.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun
1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang



Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara
Republik [ndonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tah
2022 tentang Hubungan Keuangan antara F‘emer'int:g’l1
Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Ne
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 ’I‘::lmbagl?ml
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor !’57 57); -

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tenta:

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Ne v
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambagl'lara
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ’632 2); -

f’eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
entang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republi .
1781); publik Indonesia Tahun 2020 Nomor

*»




Memperhatikan

Menetapkan

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 972);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18
Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan
Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran
Daerah Tahun 2014 Nomor 18);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun
2021 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah  (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 18};

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun
2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021
Nomor 1);

12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Sumedang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Tertib
(Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor
24).

1. Hasil Rapat Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan
Prioritas Plafon Anggaran Sementara  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun Anggaran 2024 antara Badan Anggaran Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang dengan
Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang,
pada 10 Agustus 2023;

2. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten
Sumedang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sumedang tentang Kebijakan Umum
Anggaran dan  Prioritas Plafon Anggaran Sementara
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PERSETUJUAN ATAS
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN
ANGGARAN 2024.
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KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Menyetujui Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2024.

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil
Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Sumedang dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai
berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja,
kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan atau pertimbangan
objektif lainnya.

Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, sebagaimana
dimaksud diktum KESATU pada Tahun Anggaran 2024
dianggarkan sebesar Rp. 225.000.000.000,00 (Dua ratus dua
puluh lima milyar rupiah).

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 11 Agustus 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SUMEDANG
WAKIL KETUA,
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TITUS DIAH




